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RINGKASAN

Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam lingkup Rumah Tangga
(Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn),
Arfah Munthe, 010710101062, 2007, 38 him.

Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan tampa disertai
dengan persiapan mental dan moral yang kuat akan membuat manusia tadak bisa
mengendalikan din dan perilaku kehidupannya. Ketika kita menyaksikan
tayangan TV atau membaca surat kabar, khususnya mengenai kriminal, maka
dapat dipastikan kekesarasan terhadap perempuan dan anak ada di sana, baik
dilingkungan rumah tangganya sendiri, dilingkungan tempat ia bekenja,
dilingkungan sekolah maupun dilingkungan bermain. Mulai kasus pelecehan atau
tindak kekersan seperti menampar, menendang sampai memperkosa, membakar
dan membunuh.bahkanbanyak kasus yang tidak diloporkan auatu terlewatkan
yang menjadikan perempuan dan anak yang menjadi korbannya Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup
Rumah Tangga, akan memberikan perlindungan ferhadap korban. Dalam UU
Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi
pelakunya, sedangkan UU PKDRT tidak memberikan ancaman pidana minimal
bagi pelaku tindak kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangga,
Sehingga sering terjadi penjatuhan hukuman yang sangat ringan terhadap
pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas apakah pembuktian perkara
No:157/Pid B/2006/PN Kd Mn telah memenuhi Pasal 183 KUHP. bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No:157/Pid B/2006/PN, yang
menyatakan terdakwa bersalah melakukan melakukan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangganya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi imi adalah pendekatan
yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan primer dan skunder.
Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah metode literatur.
Kesimpulannya yang dapat ditarik, yang pertama adalah bawah dalam pembuktian
perkara No:157/Pid B/2006/PN Kd.Mn telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 183
KUHAP, Hakim dalam mempertimbangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak kekersan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu
bahwa hakim menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang
lamnya Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya lebih memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berperspektif Keadilan Hak Asasi Manusia.
Kekerasan psikis tidak mudah dibuktikan dengan kasat mata saja olch karena it
hakim seharusnya untuk membuktikan bahwa korban mederita gangguan psikis,
hakim memakai saksi ahli.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan adalah scbuah realitas yang sering terjadi ditengah
kehidupan keluarga dan masyarakat. Tindak kekerasan juga merupakan scbuah
ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi kepada diri setiap orang, baik anak,
perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Pelaku tindak kekerasan tersebut bisa
datang dari anggota keluarga itu sendiri seperti oleh ayah, ibu maupun anak, dan
bisa juga datang dari lingkup sekitar.

Bentuk kekerasan yang terjadi bukan saja kekerasan fisik, tetapi juga
kekerasan non fisik yang menyebabkan seseorang merasa tertekan Jiwanya.
Dengan demikian, masalah korban tindak kekerasan bukan lagi masalah individu,
keluarga dan masyarakat, melainkan telah menjadi isu nasional dan bahkan
internasional karena ferkait isu global hak asasi manusia. Pada umumnya korban
tindak kekerasan mengalami keadaan yang sangat menekan, baik psikis, mental
maupun sosial sebagai dampak pengalamam traumatis yang berkepanjangan dan
melekat seumur hidup bila mana tidak ditangani secara proporsional. Korban
cenderung memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga din,
kehilangan semangat hidup, kegelisahan karena berkembangnya suasana yang
mirip tragedi yang dialaminya, rasa penyesalan karena tidak dapat berbuat
sesuatu, rasa kehilangan anggota keluarga yang tidak terobati, rasa terkhianati
oleh orang-orang vang ia percayai, kebencian yang mendalam dendam dan
kemararan yang terpendam, ketidak berdayaan, kecacatan dan sebagainya. Semua
itu mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga scbagaimana sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Dalam Rumah Tangga menyatakan
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“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
kekerasan fisik ;
kekerasan psikis ;
kekerasan seksual ; atau
penelantaran rumah tangga_

Dengan adanya ketentuan tersebut, merupakan peraturan khusus
yang mengatur tentang larangan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini agak sulit
mengungkap kebenaran fakta yang terjadi sesungguhnya, karena pelaku
dengan korban kebanyakan memiliki hubungan darah, atau orang-oarang
yang hidup dalam suatu lingkup rumah tangga tersebut. Pelaku dengan
korban asanya selalu saling menutupi fakta sesungguhnya agar hukuman

e p T P

terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapat
hukuman yang lebih ringan, mengingat pelaku dengan korban ada
hubungan dalam suatu lingkungan rumah tangga itu..

Hal ini terjadi dalam perkara No:157/Pid B/2006/PN Kd Mn.
didalam perkara imi tertulis lengkap dan terungkap tentang adanya tindak
pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
Dalam kasus im hakim memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan
psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.” Dalam kasus
tindak pidana kekerasan psikis tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 5
huruf b. Jo.Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Thun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan pemaparan di atas yang menginspirasi penulis dalam
menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG
KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Perkara No:157/Pid B/2006/PN Kd.Mn.)”.
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1.2 Rumusan Masalah
Agar penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan
menyimpang dani pembahasan maka dalam penulisan ini perlu adanva
pembatasan ruang lingkup permasalahan. Disini penulis telah menentukan
beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Apakah pembuktian perkara No: 157/Pid.B/2006/PN KdMn. telah
memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara
No:157/Pid.B/2006/PN KdMn. yang menyatakan terdakwa bersalah
melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya 7

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui proses pembuktian perkara No.157/Pid .B/2006/PN.
Kd Mn.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan
mengolah data untuk memperoleh obyektifitas atau kebenaran suatu karya tulis
ilmiah. Demikian halnya dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode
tertentu, sehingga dapat memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Maka
metode permasalahan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,
maksudnya adalah pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian
terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana
dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,1990:35)
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1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode mengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah :
Metode Literatur

Metode literatur digunakan mencari kerangka teoritik dan permasalahan,
serta sebagai sumber dan bahan hukum primer terdiri dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan
bahan hukum primer, misalnya dengan mempelajan beberapa literatur, rancangan
undang-undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan mentik beratkan pada teori-
teori yang berkaitan erat dengan permasalahan (Peter Mahmud Marzuki,
2005:145).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sebagai
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa bahan hukum autoritatif yang artimya
memepunyal otoritas yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau nisalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter
Mahmud Marzuku, 2005:141).
Maka bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jumal hkum
dan komentar atas petusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).
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1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis berpegang kepada krakteristik Tlmu Hukum
sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan dalam kegiatan penelitian hukum
harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang
diberikan bukan merupakan sesuatu yang sudah ada. Oleh karena itulah yang
dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau
teori baru, paling tidak argumentasi baru Bertolak dari argumentasi baru itulah
diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan suatu angan-angan
kosong(Peter Mahmud Marzuki, 2005:207).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yvang diambil
dan putusan Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun No. 157/Pid B/2006/Pn.Kd.Mn.
Kronologi perisiwa kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya
sebagai berikut :

Pada han Senin, tanggal 10 April 2006 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi
perbuatan yaitu menarik pakaian tidur korban dan bawah sampai atas sehingga
menimbulkan ketakutan pada din korban, kejadian tersebut bertempat di rumah Jalan.
Majen Sungkono No. 91 kelurahan Nambangan Lor, kecamatan Mangunharjo, Kota
Madiun dengan pelaku dan korban yang identitasnya sebagai berikut:

- Identitas pelaku:
1. Nama lengkap : SUKIMAN BIN MAT ALI
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 61 tabun/lahir tahun 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal . Jalan Majen Sungkono No. 91 Kelurahan Nambangan
Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
S S
- Identitas korban @ Wik UPT PERPUSTAKAAN
2. Nama lengkap : NITA LUKMAWATI UNIYERSITAS JEMBER
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 17 tabum/20 Agustus 1989
Tempat inggal : Jalan Majen Sungkono No. 91 Kelurahan Nambangan

Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun
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Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kotamadya
Madiun.

Ketika pada malam itu pak Sukimin bin Mat Ali pulang dari rumah sakit setelah
menjenguk istrinya yang bernama Yatin yang sedang dirawat dirumah sakit. Biasanva
pak Sukimin bin Mat Al biasa tidur sendini didepan televisi. Nita-korban- biasa tidur
bersama adiknya yang nomor 3 (tiga) didalam kamar, tetapi pada saat itu Sukimin bin
Mat Ali yaitu ayah kandung Nita masuk kedalam kamar Nita dan berniat tidur disebelah
Nita. Namun Sukimin bin Mat Ali bukan tidur melainkan tergoda nafsu birahinya melihat
anak kandungnya yang sedang tidur.

Pada saat itu Nita memakai baju kaos dan celana pendek, melihat hal itu timbul
kehendak jahat Sukimin bin Mat Ali. Hal yang mula-mula di lakukannya yakni
merangkul Nita dan kemudian meningkat dengan membuka resleting celana pendeknya.
Kemudian Sukimin bin Mat Ali memasukkan tangan kirinya kedalam celana Nita lalu
meraba-raba alat vital Nita. Selanjutnya tangan kanan Sukimin bin Mat Ali memasukan
kedalam baju kaos Nita lalu terus lebih masuk lagi hingga sampai kedalam bra (BH) Nita
dan kemudian Sukimin bin Mat Ali meraba-raba payudara Nita. Pada saat itu Nita merasa
bahwa ada yang meraba-raba kemaluan dan payudaranya yang membuta korban Nita
terbangun dan tidumya. Ketika mengetahuhi bahwa ayah kandungnya Sukimin bin Mat
Ali yang melakukan perbuatan itu, Nita pun seketika itu melepas rangkulan Sukimin Bin
Mat Ali dan tubuhnya. Selanjutnya Nita pergi meninggalkan kamar itu, dan masuk ke
kamar satunya yag dipakai oleh Burhan (kakak kandung Nita). Saksi Yatin ( ibu kandung
Nita) berkata bahwa sebelum kejadian ini terdakwa Sukimin bin Mat Ali juga pernah
melakukan perbuatan yang sama pada saat Nita masih duduk disekolah dasar. Pada saat
itu saksi Yatin hanya memperingatkan Sukimin bin Mat Ali agar tidak mengulangi
perbuatannya itu.

Dalam  putusan  Penpadilan  Negeri  Kotamadya Madiun  No.
157/Pid B/2006/Pn.Kd.Mn majelis hakim mengadili, menyatakan bahwa terdakwa
Sukiman Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Dengan
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mengingal dan memperhatikan Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Padahal terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa dengan Dakwaan
Alternatif subsidaritas vaitu :

1. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) dan paling rendah 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

2. Dakwaan kedua melanggar Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Temyata, putusan hakim jauh dan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
a. Pasal 98
Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan
perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang
lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan
untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
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Ayat (2) Permintaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan
selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
b. Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
c. Pasal 184
Avat (1) Alat bukti yang sah adalah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
€. surat;
d. petunjuk;
¢. keterangan terdakwa.
Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda palig banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT)
a.Pasal §
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
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a. kekerasan fisik ;
b. kekerasan psikis ;
¢. kekerasan seksual ; atau
d. penelantaran rumah tangga.”
b. Pasal 7
“Kekerasan psikis sebagai mana dimaksud dalam pasal § huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdayadan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.”
c. Pasal 45
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangganya sebagai mana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp 9.000,000,00 (sembilan juta ripiah).”
d. Pasal 55
“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban
saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila
disertai dengan dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”
e. Pasal 54
“Penyidik, penuntutan, dan permeriksaan di siding pengadilan
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam ketentuan peraturan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah : “Tiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atan penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup romah rumah tangga.”
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Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, seksual, psikis dan
penclantaran rumah tangga, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit

atau luka berat.

b. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual vang dilakukan
terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup rumah tangganya tersebut,
atau pemaksan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganyadengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu.

¢. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

d. Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum vyang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjajian ia wajib memberikan
persetujuan atau perjajian 1a wajib memberikan kehidupan, atau pemeliharan
kepada orang tersebut. Penclantaran sebagai mana dimaksud ayat | juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam
atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Gelks mendefenisikan kekerasan dalam rumah tangga (Family violence) adalah
seorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya,
ataupun melemparkan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan
yang menyangkut kekerasan dalam keluarga (Martha, 2003:31),

Lisa fredmann mengemukan istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah pada
bentuk kekerasan yang berhubungan dengan suami, istri yang salah satu di antaranya bisa
menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan dan
anak-anak yang lebih cenderung menjadi korban (Martha, 2003:31).

Dalam pasal 89 KUHP dikatakan :

“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak
berdaya lagi (lemah)”.
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Pasal di atas mempunyai pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan cara yang tidak
sah seperti memukyl, menendang dan lain-lain. Pengertian kekerasan dalam KUHAP
pasal 89 di atas nampak lebih sempit atau terdapat batasan tersendin, dibandingkan
dengan pengertian yang telah dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) atau Konvensi Tentang Penghapusan Kekerasan Terdap Perempuan. Konvensi ini
secara yuridis telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab
Indonesia terhadap dunia Internasional, tepatnya pada pasal 2. Dengan diratifikasinya
konvensi berarti segala kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan

Adapun selanjutnya secara rinci yang dimaksud dengan kekerasan terhadap
perempuan termaksud di atas adalah sebagai berikut :

a Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga,
termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, anak-anak
dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan mas kawin, perkosan
dalam perkawinaan, pengrusakan alat kekelamin perempuan dan praktek-
prakiek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar
suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

b. Kekesaan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi pada masyarakat luas,
termasuk perkosaan penyalahgunaan scksual, pelecehan dan ancaman seksual
di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya,
perdangangan perempuan dan pelacuran paksa;

¢. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan
oleh negara dimanapun terjadinya (LKP2 Patayat NU, 2000:54).

Kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti sifat atan hal
yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh
orang Indonesia adalah vielence istilah ini terdin dari dua kata bahasa Latin yaitu vis
yang berarti daya atau kekuatan dan latus yang berarti membawa maka secara harafiah,
violence mempunyai arti membawa kekuatan,daya dan paksaan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia 1987; ).

Menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679), manusia dilihat dari sebagai
makhluk yang dikuasa oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis
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yang saling i dan membenci sehinga menjadi kasar jahat, buas dan pendek pikirannya.
Atas dasar imlah Hobbes berpendapat bahwa kekerasan merupakan hal yang alamiah
bagi manusia. Hanya dengan kekerasan dan kekuatan pemenntah dapat mengendalikan
keadan seperti ini ( Beyamin Yosef Bria, 2003:19).

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja dan oleh siapa saja tanpa memandang
status seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada perempuan, adalah :
kekerasan fisik, non fisik dan kekerasan psikis atau jiwa.

a.  Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa
atau menganiaya orang lain, Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara
menggunakan anggota tubuh pelaku atan menggunakan alat lainnya.

b.  Kekerasan non-fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan merendahkan
citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui perbuatan yang
fidak disukai atau dikehendaki korbannya.

¢. Kekerasan psikis atau jiwa adalah suatu tindakan vyang bertujuan
mengganggu atau menekan emosi korban, sehingga korban menjadi individu
vang tidak berani mengungkapkan pendapal, menjadi penurut, menjadi
seorang yang tergantung kepada orang lain dalam segala hal.

Satu lagi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikate gorikan
sebagai kejahatan seksual atau gender based violence adalah kekerasan dalam keluarga,
yang dikenal dengan istilah domestic violence. Beberapa pasal dalam KUHP dapat
dijadikan landasan untuk memperkarakan pelakumya secara hukum. Dalam keseharian
dapat nampak bahwa kejahatan 1ni sering terjadi apakah itu istri, anak, atan pembantu
rumah tangga yang menjadi korbannya.

Dengan demikian, dan pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang dilakukan
terhadap anggota keluarga terutama perempuan dan anak merupakan kekerasan psikis
techadap orang dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut termasuk
bertentangan dengan ketentvan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan hukum
posifif yang berlaku di Indonesia dan aturan Intemasional. Sehingga beberapa ketentuan

peraturan tersebut dapat dijadikan landasan untuk memperkarakan pelakunya secara
hukum.
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2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas dakwaannya,
merupakan hal penting dari acara pidana dalam proses persidangan di pengadilan.
Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Mencan kebenaran
materiil itu tidaklah mudah.

Dalam proses persidangan Hakim berhak memerksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan UU kekuasaan Kehakiman yang menyatakan ;

Hakim tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dalam memutus perkara karena
terdakwa dapat dimintai keterangan sebagai dasar pembuktian. Disamping itu terdakwa
berhak mendapatkan pembelaan pada saat diproses pidana sampai diproses persidangan,
Jjadi hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memeriksa, memutus,
dan mengadili perkara.

Dalam Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, tulisan Andi Hamzah menilai
kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori
pembuktian, yaitu :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang secara positif (Positief
Wettelijke Bewifs Theorie)
Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-
undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif
(positief wettelijk bewejstheorie). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada
undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti
yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama
sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
Menurut D. simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara
positif (positief wettelijk) imi berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan
subyekitif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peramran-peraturan
pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor
(inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat
penganut lagi (Andi Hamzah, 1990:289) .
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Teoni i ferlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh
undang-undang. Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk
dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran
selam dengan cara menyatakan kepada kenyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi
pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah
sesual dengan keyakinan masyarakat.

. Sistem Teon Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-
undang secara positif, ialah teon pembuktian menurut keyakinan hakim. Teon im
disebut juga conviction intime. Dhsadan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa
sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang
tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teon berdasar keyakinan hakim melulu
yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendini ditetapkan bahwa terdakwa
telah melakukan perbuatan vang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan
dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem
i chanut oleh peradilan jun di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembukfian demikian pemah dianut di
Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini
katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyvakinannya,
misalnya keterangan medium atau dukun (Andi Hamzah, 1990:230).

Memurut Andi Hamzah, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan
hakim selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh
hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum (Andi Hamzah, 1990:231).
Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.
Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.
Dalam hal it hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan metode imi dan
mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat anch.
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Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi,
pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana,
termasuk sistem keyakinan hakim melulu (conviction intime).

. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis
(La Conviction Rais onnee)

Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar
keyakinan hakim sampai batas tertentu (la conviction rais onnee). Menurut teori ini,
hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan
mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan
(conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi,
putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembukian bebas karena hakim bebas untuk
menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie). Sistem ini terpecah
menjadi dua jurusan. Pertama, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas
alasan yang logis (conviction raisonnee). Kedua, teori pembuktian berdasar undang-
undang secara negatif (negatief weteljjke bewijstheorie).

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim,
artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya kevakinan hakim bahwa ia
bersalah.

Perbedaannya adalah pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi
keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak
didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu
pengetahuan hakim itu sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan
pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak
pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang,
tetapi hal itu harus ditkuti dengan keyakinan hakim.

Teon Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (negarief wettelijk).
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya
menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Hal
tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu pada Pasal 294 HIR.
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Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-

undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai
dengan keyakinan hakim yang diperoleh dan alat-alat bukti tersebut.
Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada
pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyatakan :
“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan
dengan alat bukti yang sah, bahwa telah benar telah terjadi perbuatan yang dapat
dipidana dan bahwa orang-orang vang didakwa itulah yang bersalah melakukan
perbuatan itu.”
Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah
ditetapkan dalam udang-undang Pokok tentang Kekuasan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6
yang menyatakan :

“Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena

alat pembuktian yang sah menurut udang-undang mendapat keyakinan, bahwa

sescorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan
yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian, bukan alat-
alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

Dalam sistem atau teori pemuktian yang berdasarkan undang-undang secara
negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian
yang berganda (doubelen groundslag, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-
undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP fersebut yang
menyatakan bahwa dari dua alal bukii sah itu diperoleh keyakinan hakim. Penjelasan
pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk mejamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi scorang.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan urdang-
undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa,
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tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah; hanya
dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang yang bersalah.

Untuk Indonesia, yang sekarang temyata telah dipertahankan oleh KUHAP,
Winjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang
secara negatif (megarief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalah terdakwa
untuk dapat menjatubkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana
orang sedang hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada
aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan
tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan(Andi Hamzah,
1990:235).

Dari empat sistem atan teori pembuktian tersebut, benar yang dikatakan
Witjono Prodjodikoro bahwa sistem pembuktian di Indonesia berdasar undang-undang
secara neganf. Sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim akan membuktikan dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

¢. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti yang sah menurut KUHAP tersebut mempunyai ciri-ciri
tersendiri, dalam KUHAP menjelaskan mengenai keterangan saksi yang dijadikan
sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal | angka 27 KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dan saksi mengenal suatu peristiwa pidana vang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya
itu,”

Untuk lebih jelasnya setiap macam alat bukti tersebut akan diuraikan sesuai
urutan didalam KUHAP sebagai berikut :
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a. keterangan saksi di atur dalam Pasal 185 KUHAP yang dinyatakan sebagi berikut:

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang
pengadilan.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendini-sendiri tentang suatu kejadian
atau keadaan dapat digunakan scbagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadan tertentu.

(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh hasil pemikirian saja, bukan
merupakan keterangan saksi

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

¢. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memben keterangan
yang tertentu.

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti sah yang lain.

b. Keterangan ahli sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan
seorang ahli 1alah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

c. Surat sesuai dengan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan:
sural sebagai mana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf ¢, dibuat atas sumpah jabatan
atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
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Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
vang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialainya sendiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu,

Sural yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu
keadaan.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadan yang diminta secara resmi
dan padanya.

Surat lain yang hanya dapat berlaku tidak ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.

d. Petunjuk sesuai Pasal 188 KUJHAP yang menyatakan:
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

(2)

(3)

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelaknnya.

Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi;

b. Surat,

¢. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadan
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati

nuraninya.

e. Keterangan terdakwa sesuai Pasal 189 KUHAP menyatakan:
(I) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang

perbuatan vang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atu alami sendiri.
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(2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal vang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dinnya sendin.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai
dengan alat bukti yang lain.

Dalam kasus perkara Nomor @ |157/Pid.B2006/Pn KdMn, terdakwa yang
diputus bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya. Yang dikenakan Pasal 5 hurub b Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat
(1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Dalam pemenksaan pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anggota
keluarga, pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur kekerasan psikis tersebut adalah
sangat penting, karena dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat
digunakan untuk menjerat pelakn tindak pidana kekerasan psikis agar dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Sebenarnya dan korban
sendiri sudah cukup menjadi alat bukti yang memberatkan bagi terdakwa sesuai Pasal 55
UUPKDRT yang menyatakan “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan
seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah,
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lamnya.™
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembuktian perkara No: 157/Pid.B/2006/PN KdMn. telah memenuhi
ketentuan Pasal 183 KUHAP karena dalam persidangan telah digunakan alat
bukti yang sah yakni keterangan saksi, surat, dan petunjuk dan keterangan
terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:157/Pid.B/2006/PN
KdMn. yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangganya adalah dalam proses pembuktian hakim
menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dan yang lainnya, hakim
juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi salah satu pasal yang
didakwakan yakni memenuhi Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 jo Pasal 45 UU No.
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.2 Saran

L.

[

Hendaknya dalam rangka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya anak yang menjadi korban
kekerasan psikis, hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku lehih
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan
keadilan yang berprespektif perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban
kekerasan.

Kekerasan psikis sangat sulit di ukur, oleh karena itu hendaknya hakim berhati-
hati dalam memutuskan perkara tersebut, mempergunakan keterangan ahli
akan lebih bijaksana dalam membuat sebuah putusan.

38
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23TAHUN 2004
TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa
aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan

dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus
dihapus;

bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
yakan adalah perempuan, harus mendapat
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan vyang
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam
rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem
hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal
28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

6.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan
yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah
tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapan pengadilan.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung
diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain,
sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan darni
pengadilan.

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang pemberdayaan perempuan.
Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang
menetap dalam rumah tangga; dan/atau
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C. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam
rumah tangga yang bersangkutan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
¢. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.
Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan

sejahtera.
BAB Il
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
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b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut.
BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10
Korban berhak mendapatkan:

a. periindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik
sementara maupun  berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis:

C. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada
sefiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAUJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan
dalam rumah tanggs;
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d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan
iIsu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar
dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing
dapat melakukan upaya:

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan
pembimbing rohani;

c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja
sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah
diakses oleh korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan
teman korban.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas
masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau
lembaga sosial lainnya.

Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai
dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan
perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
mengetahui atau menerima laporan ke(kerasan dalam rumah
tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan
sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)iberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau
ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari

pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja

sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,

dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui

atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga.
Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan: dan

c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga

kesehatan harus:

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum et repertumn atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama
sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah,
atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberkan rasa
aman bagi korban;

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan
perintah periindungan dari pengadilan;

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal
alternatif;, dan

d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga
sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah,
atau masyarakat.
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Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk
mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau
tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban
untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam
rumah tangga yang dialaminya;

c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga
korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik
kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan

penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman

an tagwa kepada korban.
Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat waijib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi
mengenai hak-hak korban dan proses peradilan:

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban
untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah
tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam
rumah tangga kepada kepolisia(n baik di tempat korban berada
maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain
untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh

orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan

yangberisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga
lain, kecuali ada alasan yang patut.
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Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat
diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
€. pembimbing rohani.
Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan
atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan
negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh
keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau
pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa
persetujuan korban.

Pasal 31
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat
empertimbangkan untuk:
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah
perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam
rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh)
hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah
perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan
wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul,
pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi
dalam perintah perlindungan.
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(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan,
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban,
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan
penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah
melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut
tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena
telah melanggar perintah perindungan.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah
penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan
laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran
terhadap perintah perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam
waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan
pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pemnah tinggal bersama korban pada
waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar
perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran
lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk
membuat pemyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan
untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat
menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
surat perintah penahanan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB VI
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan
dan:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.
Pasal 40
(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar
profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani waijib
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian
konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi
korban.
Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat
melakukan kerja sama.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan
dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, ipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidanapenjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
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menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah

tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud

alam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau

denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi

harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir

atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya
janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda

paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang

yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
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b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat

(2).
Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan
pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku:;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam
Lembaga Negara Republik Indonesia.
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Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
fid

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 95.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,
tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,
setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu
terusditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah
tangga.

kejahatan Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan
tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah
tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap
orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirmya
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam
lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib
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melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala
bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah
pelanggaran

hak asasi manusia dan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
periakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak
kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga
pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena
undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
secara
tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu
diberikan nafkah dan
kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini
terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundanga lain yang
sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta
Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on theElimination of
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All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga dengan unsurunsur tindak pidana yang berbeda dengan
lindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal
kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi
korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan
rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan
kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan
perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain,
menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk
melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan
pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa
segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan
terhadap martabat
kemanusiaan.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini
adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam
ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan
besan.
Huruf c.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 3

Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah
suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki
menikmati status yang setara dan memiliki kondisi
yang sama untuk mewujudkan secara
penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan
dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam
ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan
seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak
disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang
lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga
atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah
kekerasan dalam rumah tangga,
misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan ‘“pekerja sosial” adalah
seseorang yang mempunyai kompetensi rofesional
dalam pekerjaan sosial yang diperoleh elalui
pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang
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pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui
secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan
tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah
setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
yang untuk jenis terfentu memerukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai wujud peran
serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan
ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan
konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan
diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “rumah aman" dalam
ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap
korban sesuai dengan standar yang ditentukan.
Misainya, trauma center di Departemen Sosial. Yang
dimaksud dengan “tempat tinggalaltematif” dalam
ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang
terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau
dijauhkan dari pelaku.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu” dalam
ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat
terancam jiwanya,

Cukup jelas.
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Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “kondisi khusus" dalam ketentuan ini
adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki
tempat tinggal bersama, larangan membuntuti,
mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
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Pasal 50

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54

Pasal 55

Yang dimaksud dengan ‘“lembaga tertentu”
adalahlembaga yang sudah terakreditasi menyediakan
konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit,
klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai
keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama
jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk memberikan kebebasan kepada hakim
menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk
melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga
keutuhan rumah tangga

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang
dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56

Cukup jelas
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